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ABSTRAK 
Hardianti. B11107714. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Bisnis 
Dan Pariwisata Terpadu Berdasarkan RTRW Kota Makassar dibimbing 
oleh Abrar Saleng dan Sri Susyanti Nur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kawasan 
bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga dan faktor-faktor 
yang menghambat pelaksanaan pengembangan kawasan bisnis dan 
pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada area tanjung bunga 
yang merupakan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu. Data penelitian 
diperoleh  melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap tiga pengembang 
usaha bisnis dan wisata terpadu, sedangkan data sekunder dari 
dokumentasi bahan literatur tentang pengembangan kawasan usaha 
bisnis dan wisata terpadu. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan kawasan bisnis 
dan pariwisata terpadu di wilayah Tanjung Bunga belum memenuhi aturan 
yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang RTRW, 
oleh karena dari tiga usaha bisnis dan pariwisata (bisnis Karamba, 
Akarena, dan tanaman Hias), belum memiliki izin usaha, dan sebagian 
besar lokasi/ tempat usaha bisnis/ pariwisata tersebut belum selesai 
pembebasan lahannya. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung 
bunga yakni usaha pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata 
tersebut terkendala pada ketidakmampuan memenuhi syarat yang telah 
ditentukan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun  2006 Tentang RTRW. 
Yakni, pendirian usaha yang tetap memerhatikan kawasan terbuka hijau 
malah dindahkan, aparat tidak koordinatif dalam pengembangan usaha 
bisnis dan wisata terpadu, dan regulasi yang masih menunggu perubahan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Objek wisata di Indonesia telah mulai dikembangkan secara luas, 
objek wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata darat dan pegunungan, 
wisata sejarah serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati 
yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling menonjol adalah objek 
wisata pantai. Objek wisata khususnya yang berada di Sulawesi selatan, 
salah satunya wisata pantai yang banyak di minati para wisatawan lokal 
ada di daerah Tanjung Bunga Makassar. Sepanjang kawasan pantai di 
penuhi barisan pohon kelapa di bagian lain terdapat danau yang luas dan 
gedung-gedung sebagai sarana bisnis seperti mall, hotel dan berbagai 
lahan usaha lainnya yang ada di sekitaran daerah tanjung bunga.1 
Wisata Pantai Tanjung Bunga di Kota Makassar telah tumbuh dan 
berkembang menjadi lebih pesat, hal ini tidak lepas dari peran serta 
masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Penyelenggaraan 
pariwisata di arahkan untuk terwujudnya pemerataan pendapatan dan 
pemerataan kesempatan berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisata 
yang membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat 
pantai tersebut.2 
Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintahan akan 
mendorong sektor yang terkait lebih berkembang, hal tersebut dapat 
                                                             
1
 Muhammad Taufiq. Perjanjian Pengelolaan Objek Wisata Rakyat Pantai Labomo Antara 
Pemerintah Kota dan Masyarakat Surutanga Di Kota Palopo. Skripsi. Universitas 
Hasanuddin. Makassar.2012. Hlm.1-2 
2
 Ibid. 
2 
terlaksana dengan baik karena adanya  peraturan daerah berdasarkan 
rencana tata ruang Kota Makassar yang telah di sepakati oleh 
pemerintahan. 
Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kota 
Makassar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, 
seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 
dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah 
dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, 
Pemerintah Daerah dan masyarakat,  maka Rencana Tata Ruang Wilayah 
merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan 
secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan atau dunia usaha dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1987 
tentang Rencana Induk Kota perlu disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan masyarakat dan rujukan baru dari tingkat nasional  dan 
sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 dengan Peraturan 
Daerah. 
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Ketentuan umum Pasal 1 dalam peraturan daerah yang dimaksud 
salah satunya,  Ruang yang merupakan wadah dimana meliputi ruang 
daratan, ruang lautan, dan ruang  udara sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan mahluk lainnya hidup serta melakukan kegiatan yang 
memelihara kelangsungan hidupnya. 
 Tata Ruang merupakan wujud struktural serta proses perencanaan 
dimana pengendalian pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun 
tidak . Wilayah merupakan ruang yang kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 
Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu adalah Kawasan Terpadu 
yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan 
dan pengembangan kegiatan penunjang yang lengkap dan saling 
bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid, berbagai kegiatan bisnis 
dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan .  
Wilayah Pengembangan sesuai dengan karakteristik fisik dan 
perkembangannya, Makassar dibagi atas 13 (tiga belas) Kawasan 
Terpadu dan 7 (tujuh) Kawasan Khusus, salah satunya adalah Wilayah 
Pengembangan (WP) III Pusat Kota, tepatnya berada pada sebelah Barat 
dari Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan Pantai Losari dan 
batas bagian atas dari Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga), 
dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada kegiatan revitalisasi 
Kota, pengembangan pusat jasa dan perdagangan, pusat bisnis dan 
pemerintahan serta pengembangan kawasan pemukiman secara terbatas 
4 
dan terkontrol guna mengantisipasi semakin terbatasnya lahan Kota yang 
tersedia dengan tanpa mengubah dan mengganggu kawasan serta  
bangunan cagar budaya; 
 Wilayah Pengembangan (WP) IV dibagian bawah Sungai Balang 
Beru (Danau Tanjung Bunga), tepatnya batas bagian bawah dari Sungai 
Balang Beru sampai dengan batas administrasi Kabupaten Gowa, dengan 
dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan 
secara terpadu untuk pusat kegiatan kebudayaan, pusat bisnis global 
terpadu yang berstandar internasional, pusat bisnis dan pariwisata 
terpadu dan pusat olahraga terpadu yang sekaligus menjadi sentra primer 
baru bagian Selatan Kota. 
Oleh sebab itu penulisan melakukan penelitian untuk mengkaji dan 
membahas mengenai ―Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Bisnis Dan 
Pariwisata Terpadu Berdasarkan RTRW Kota Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah  
Bedasarakan pada pembahasan sebelumnya, maka focus penelitian 
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di 
wilayah tanjung bunga? 
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pengembangan 
kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui  pelaksanaan kawasan bisnis dan pariwisata 
terpadu di wilayah tanjung bunga 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah 
tanjung bunga. 
 
D.  Kegunaan penelitian 
Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas maka 
kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan 
pemerintah, dalam merumuskan dan meneteapkan kebijakan yang 
berkenaan dengan pengembangan tata ruang 
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk 
pembahasan mengenai perjanjian dan dapat  dijadikan referensi oleh 
mahasiswa terhadap penulis-penulis yang terkait dengan hal tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Tinjauan Hukum Penataan Ruang  
1. Pengertian  Tata Ruang 
Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya Land use adalah wujud 
struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. 
Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang 
dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). 
Ruang diartikan sebagai seluruh permukaan bumi yang merupakan 
lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. 
Ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi 
yaitu batas menurut keadaan fisik, social atau pemerintahan yang terjadi 
dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya.3 
Pasal 3 Peraturan Pemerintahan No 16 tahun 2004 tentang 
Penataagunaan Tanah dijelaskan bahwa Penataagunaan tanah bertujuan 
untuk: 
a) Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 
b) Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
agar sesuai dengan arahan fungsi kawasam dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah. 
c) Mewujudkan tertib penataan yang meliputi penguasaan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan 
tanah serta pengendalian tanah. 
                                                             
3
  Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah. Jakarta. Rajawali Pers. 
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d) Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan 
dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai 
hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang telah ditetpakan.4 
 
Pasal 7 Peraturan Pemerintahan No 16 tahun 2004 tentang 
kebijakan penatagunaan tanah : 
1) Terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 
2) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap 
Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
3) Pedoman, standar dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dijabarkan lebih lanjut  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 
sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. 
4) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat 
diperluas atau dikembangkan penggunaannya. 
5) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat 
ditingkatkan pemanfaatan. 
 
Pasal 15 Peraturan Pemerintahan No 16 tahun 2004 tentang 
pengunaan dan pemanfaatan tanah : 
Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan 
bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan 
danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus 
memperhatikan : 
a .Kepentingan umum; 
b. Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, 
keterkaitan ekosistem,keanekaragaman hayati serta kelestarian 
fungsi lingkungan. 
 
Pasal 22 Tentang penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 dilaksanakan kegiatan yang meliputi : 
a. pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah; 
b. penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan 
penguasaan, penggunaan, danpemanfaatan tanah menurut fungsi 
kawasan; 
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c. penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah dengan. 
 
Dalam Undang-Undang nomor  26 tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang Pasal 1 sub. 1 dinyatakan bahwa: ―Ruang adalah wadah yang 
meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan 
serta memelihara kelangsungan hidupnya. 
 Ruang darat, ruang laut, dan ruang udara merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ruang daratan, ruang lautan, dan 
ruang udara mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
tingkat intesitas yang berbeda untuk kehidupan. Potensi itu diantaranya 
sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, 
industry, pertambangan, sebagai sumber energy, atau sebagai tempat 
penelitian dan percobaan. 
 Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-
undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang 
dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang 
mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan 
terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap 
lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini 
harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan 
tata ruang wilayah. 
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Tata ruang sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang 
Nomor 26 tahun 2007 Pasal 1 sub 3 adalah: proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam 
pembahasan ini dikhususkan pada penataan ruang untuk wilayah dan 
kawasan perkotaan.‖ 
Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
dinyatakan bahwa: ―Kawasan perkotaan adalah kawasan yang 
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan 
sebagai tempat pemukiman, perumusan dan retribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.‖ 
 
2.  Tata Ruang Kota dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Upaya mewujudkan gagasan tentang pembangunan kota yang 
berkelanjutan, diperlukan peran serta dari segenap lapisan masyarkat 
dalam tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup.5 
Tata ruang kota lingkungan mengandung arti yang sangat luas 
tetapi sekaligus juga seringkali punya konotasi sempit, terbatas pada 
perencanaan dan perancangan fisik semata-mata.6 
 Padahal sudah semenjak beberapa tahun yang lampau 
perencanaan kota dan daerah yang menekankan arti fisik, serba 
deterministic dan menomor duakan manusia dengan segenap keunikan 
perilakunya, telah banyak mendapat kecaman.7 
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 Kevin Lynch, dalam tulisanya  tentang ― The City as Environment” 
(1990) berceloteh bahwa penampilan dan wajah kota bagaikan mimpi 
buruk: tunggal rupa, serba sama, tak berwajah, lepas dari alam, dan 
sering tidak terkendali, tidak manusiawi.8  
 Para perencanaan kota lantas dituding ikut andil dalam penciptaan 
kesemerautan dan kekacauan karena “they have not delved enough into 
the societies for which their plans were intended” (Stretton, 1987).9 
Penataan ruang kota sungguh sangat rumit dan pelik karena tidak mau 
menyangkut benturan antara pendekatan-pendekatan teknokratik, 
komersial dan humanis. Pernyataan yang lantas mengiang adalah: untuk 
mekayani siapa sebetulnya tata ruang kota dan lingkungan hidup itu, dan 
bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk pengelolaannya.10 
 
3. Perencanaan Tata Ruang 
Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana 
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang 
disusun berdasarkan pendekatan wilayah administrative dengan muatan 
substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. 
Rencana rinci ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis 
kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang 
dapat mencakup hingga penetapan blok dan subnlok peruntukan.  
Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai 
operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan 
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peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur 
tentang persyaratan pemanfaatan rusng dan ketentuan pengadilannya 
dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya 
dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah 
kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci 
tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengadilan pemanfaatan ruang 
sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencazna 
rinci tata ruang.11 
Perencanaan tata ruang menghasilkan apa saja dan bagaimana 
hierarki rencana tata ruang ditegaskan oleh pasal 14 UUPR sebagai 
berikut: 
(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: 
a) Rencana umum tata ruang; dan 
b) Rencana rinci tata ruang. 
(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: 
a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan 
c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota. 
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 
a) Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata 
ruang kawasan strategi nasional; 
b) Rencana tata ruang kawasan strategi provinsi; dan 
c) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata 
ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum 
tata ruang. 
(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan b disusun apabila: 
a) Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar 
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang; dan/atau 
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b) Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan 
yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang 
tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. 
(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dijadikan dasar nagi penyusunan peraturan 
zonasi. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana 
tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
Beberapa hal yang dirasa sangat penting dalam rangka perencanaan 
tata ruang kota antara lain: 
a) Mengubah dari perencanaan fisik, seperti yang sekarang dilakukan 
menjadi perencanaan social. Dengan perubahan pola piker dan 
kondisi masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap 
penggunaan lahan akan meningkat. Advocacy planning sangat 
diperlukan demi kepentingan masyarakat, demi 
terakomodasikannya aspirasi masyarakat. Memang advocacy 
planning dirasa lebih mahal. Namun lebih mahal lagi perencanaan 
yang tidak efektif maupun pembangunan yang tanpa perencanaan. 
Advocacy planning dapat diterapkan pula pada pembahasan oleh 
anggota DPRD. Dalam hal ini konsultan memberikan masukan-
masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana 
sebagai Peraturan Daerah (Perda) Tentang Tata Ruang Kota. 
b) Merubah kebijaksanaan top down menjadi bottom up karena top 
down merupakan sumber korupsi dan kolusi bagi pihak-pihak yang 
terlibat. Sering kali proyek-proyek model top down dari pusat 
kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Aspirasi 
dari masyarakat tidak terakomodasikan di dalam ketetapan rencana 
tata ruang kota. Para wakil masyarakat yang diundang dalam 
13 
seminar, seperti: kepala kelurahan/desa, ketua LKMD setempat 
selain kurang berwawasan terhadap perencanaan makro, juga 
dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan pemerintahan. 
c) Comprehensive planning lebih tepat dari pada sectoral planning. 
Comprehensive planning sebagai perencanaan makro untuk jangka 
panjang bagi masyarakat di Negara sedang berkembang (dengan 
dinamika masyarakat yang begitu besar) dirasa kurang sesuai. 
Akibatnya perencanaan tersebut tidak/kurang efektif, dengan begitu 
banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik 
disengaja maupun tidak. Perencanaan sektoral merupakan 
perencanaan terhadap sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan 
masyarakat dalam waktu mendesak. Peran serta secara aktif para 
pakar secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan 
di dalam proses penyusunan tata ruang kota. Komisi Perencanaan 
Kota (sebagaimana diterpkan di Amerika Serikat) kiranya perlu 
diterapkan pula di Indonesia. Hal ini didasari bahwa permasalahan 
perkotaan merupakan permasalahan ruang saja, tetapi menyangkut 
pula aspek-aspek:ekonomi, social, budaya, hukum dan lain 
sebagainya. 
d) Merubah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanah, lahan, 
dan ruang khususnya di perkotaan menjadi lebih berorientasi pada 
kepentingan dan perlindungan rakyat kecil. Lembaga magersari 
dan bagi hasil yang oleh UUPA dihapus perlu dihidupkan kembali 
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(sebagaimana disarankan Eko Budihardjo). Penataan lahan melalui 
Land Readjustment perlu ditingkatkan. 
e) Tidak kalah pentingnya adalah bahwa Rencana Tata Ruang yang 
telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, perlu ditindak lanjuti 
dengan implementasinya,menjadi acuan dalam penyusunan 
program-program kegiatan pembangunan. dan tidak sekedar 
menjadi penghuni perpustakaan Bappeda.12 
 
4. Perencanaan  Tata Ruang Wilayah Nasional 
Menurut ketentuan pasal 19 UUPR, Perencanaan Tata Ruang 
Wilayah Nasional Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
harus memerhatiakan: 
a) Wawasan nusantara dan ketahanan nasional; 
b) Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil 
pengkajian impliksi penataan ruang nasional; 
c) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas 
ekonomi; 
d) Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan 
daerah; 
e) Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup; 
f) Rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
g) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan 
h) Rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota. 
 
Mengenai apa saja yang harus termuat dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional, ditegaskan dalam pasal 20 UUPR sebagai 
berikut: 
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: 
a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
nasional; 
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b) Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi system 
perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan 
dalam wilayah pelayanannya dan system jaringan prasarana 
utama; 
c) Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan 
lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai 
strategis nasional; 
d) Penetapan kawasan strategi nasional; 
e) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional 
yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, 
arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan 
sanksi. 
(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:   
a) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
b) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 
nasional; 
c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 
wilayah nasional; 
d) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
perkembangan antara wilayah provinsi, dan serta keserasian 
antar sektor; 
e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f) Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan 
g) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 
(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah dua 
puluh tahun. 
(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. 
(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas territorial Negara 
yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima 
tahun. 
(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan 
pemerintahan. 
 
4. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi 
 Hal apa saja yang dijadikan acuan dan apa saja yang harus 
diperhatikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 
ditegaskan dalam pasal 22 sebagai berikut. 
(1) Penyusuna rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: 
a) Rencana tata ruang wilayah nasional 
b) Pedoman bidang penataan ruang; dan 
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c) Rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus 
memperhatikan: 
a) Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang provinsi; 
b) Upaya pemerataan pembanguan dan pertumbuhan ekonomi 
provinsi; 
c) Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan 
kabupaten/kota; 
d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f) Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; 
g) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 
h) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 
 
Mengenai apa saja yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi, ditegaskan dalam pasal 23 sebagai berikut. 
(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: 
a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; 
b) Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi system 
perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan 
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan system jarigan 
prasarana wilayah provinsi; 
c) Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan 
lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis 
provinsi; 
d) Penetapan kawasan strategis provinsi; 
e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi 
program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang 
berisi indikasi arahan  peraturan zonasi system provinsi, arahan 
perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk: 
a) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
b) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam 
wilayah provinsi; 
d) Mewujudkan keterpaduan,keterkaitan, dan keseimbangan 
perkembangan antara wilayah kabupaten/kota, serta keserasian 
antar sektor; 
e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f) Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 
g) Penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 
(3) Jangaka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah dua 
puluh tahun. 
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(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. 
(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau perubahan batas territorial Negara 
dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang, 
rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari satu 
kali dalam lima tahun. 
(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan 
daerah provinsi.13 
 
5. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Menurut ketentuan pasal 25: 
(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu 
pada: 
a)  Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang 
wilayah provinsi; 
b) Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; 
dan 
c) Rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus 
memerhatikan: 
a) Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang kabupaten; 
b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
kabupaten; 
c) Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; 
d)  Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f) Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan 
g) Rencana tata ruang kawasan stretegis kabupaten.14 
 
Mengenai apa saja yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten ditegaskan dalam Pasal 26 berikut ini. 
(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: 
a) Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 
b) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi 
sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan 
perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; 
c) Rencana pola ruanh wilayah kabupaten yang meliputi kawasan 
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; 
d) Penetapan kawasan strategis kabupaten; 
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e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, 
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta 
arahan sanksi. 
(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: 
a) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
b) Penyusunan rencan pembangunan jangka menengah daerah; 
c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan di wilayah 
kabupaten; 
d) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan antar 
sektor; 
e) Penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi; dan 
f) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 
(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk 
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi 
pertanahan. 
(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah dua 
puluh tahun. 
(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditinjau kembali satu kali lima tahun. 
(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yamg berkaitan 
dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 
oeraturan oerundang-undangan dan/atau perubahan batas 
territorial Negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten 
yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang 
wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima 
tahun. 
(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan 
peraturan daerah kabupaten.15 
 
6. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota dan Ruang Terbuka Hijau 
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota ditegaskan dalam Pasal 28 
berikut ini. 
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku 
mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan 
ketentuan selain rincian pada Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: 
                                                             
15
 Hasni. Op.Cit. Hlm. 208 
19 
a) Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 
b) Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; 
dan 
c) Rencana penyediaan dan pemanfaatan  prasarana dan sarana 
jarigan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, 
dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk 
menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan 
social ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.16 
 
Penjelasan Pasal 28 menyatakan bahwa: pemberlakuan secara 
mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan 
tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang 
wilayah kota.17 
Pengaturan tentang Ruang Terbuka hijau (RTH) ditegaskan dalam 
Pasal 29 berikut ini. 
(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf 
a terdiri dari ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau 
privat. 
(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 
(tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 
(3) Proporsi ruang terbuka hijau public pada wilayah kota paling sedikit 
20(dua puluh) persen dari luas wilayah kota.18 
 
B. Hak Menguasai Oleh Negara dalam Tata Ruang 
1. Pengertian Hak Menguasai dari Negara 
Hak menguasai dari Negara adalah yang diberikan oleh UUPA 
kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara Negara dan 
tanah Indonesia, yang rinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
(2) sebagai berikut: 
a) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan 
hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan 
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
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dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, 
sebagai organisasi seluruh rakyat. 
b) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini 
memberikan wewenang untuk: 
1) Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum pada bumi, air, 
dan ruang angkasa.19 
 
Mengenai tugas dan kewenangan yang disebut dalam pasal 2 ayat 
(2) huruf a terdapat ketentuan yang khusus dalam Pasal 14 yang 
mewajibkan pemerintah untuk menyusun suatu rencana umum yang 
kemudian akan dirinci lebih lanjut dalam rencana-rencana mengenai 
daerah oleh pemerintah daerah. 
Sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1992 khususnya 
Pasal 29 disebutkan bahwa perencanaan tata ruang nasional haruslah 
berjangka 25 tahun, sedangkan untuk tata ruang provinsi disebutkan 
dalam Pasal 21 dilakukan dalam jangka waktu 15 tahun, dan dengan 
strategis dan pola yang sama dalam Pasal 22 rencana tata ruang untuk 
kabupaten berlaku 10 tahun. 
Dalam bagian penjelasaan Undang-Undang Tata Ruang Pasal 22 
ayat (3) dikemukakan bahwa: ―Rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kotamadya daerah tingkat II menjadi pedoman bagi pemerintah 
daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam 
memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan ruang didaerah tersebut dan sekaligus 
menjadi dasar dalam pemberian rekomondasi pengarahan pemanfaatan 
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ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan 
selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya 
Daerah Tingkat II yang sudah ditetapkan.‖ 
Rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat ditinjau kembali 
dan/atau disempurnakan apabila strategi pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten yang bersangkutan perlu ditinjau kembali dan/atau 
disempurnakan sebagai akibat dari penjabaran rencana tata ruang 
wilayah provinsi dan dinamika pembangunan. Peninjauan kembali 
dan/atau penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai strategi 
pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan minimal 5 tahun sekali.20 
Pasal 18 Undang-Undang tata ruang ada 3 bentuk pengawasan 
dalam menafaatan ruang: 
1) Bentuk laporan 
Pelaporan adalah kegiatan pemebrian informasi secara objektif 
mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang. 
2) Bentuk pemantauan 
Pemantauan adalah usaha ata perbuatan yang mengawasi dan 
memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang 
3) Bentuk Evaluasi 
Bentuk evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan 
pemanfaaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. 
 
Peninjauan kembali rencana tata ruang diperlukan agar sesuai 
dengan tuntunan pembangunan dan perkembangan, namun bukanlah 
perubahan secara total, melainkan modifikasi yang tidak bersifat structural 
yakni tidak mengubah kerangka umum dalam artian menyeluruh yang 
strategis dalam perspektif jangak panjang.21 
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2. Peran Serta Masyarakat dalam Tata Ruang 
Peran serta masyarkat dapat diartikan sebagai keikutsertaan 
seseorang atau kelompok orang untuk mengambil bagian dalam suatu 
kegiatan bersama-sama dengan kelompok lainnya. 
Pengertian yang dikemukakan ini merupakan pengertian cukup luas, 
sebab peran serta menjadi bias diartikan sebagai segala bentuk 
partisipasi dalam suatu kegiatan tanpa mempersoalkan kapan dan 
bagaimana partisipasi itu dlakukan.22 
Dengan adanya peran aktif dari masyarakat dapat mendorong 
tercapainya tujuan penataan ruang yaitu terselenggaranya pemanfaatan 
ruang yang berwawasan lingkugan, terselenggaranya pengaturan 
pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta 
tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, karena pada 
hakekatnya peran serta tersebut melibatkan masyarakat dalam sleuruh 
proses penataan ruang mulai dari merencanakan, pemanfaatan, sampai 
pada pengendalian. Hasil dari penataan ini diperuntukan sebesar-
besarnya untuk kepentingan masyarakat.23 
Dengan adanya peran serta masyarakat dicapai beberapa 
keuntungan sebagai berikut: 
a) Memberikan informasi (yang khusus) kepada pemerintahan 
b) Meningkatkan kesediaan masyarkat untuk menerima keputusan 
pemerintah 
c) Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan  
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d) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. 
Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam penataan 
khususnya tata ruang kota memegang peranan yang sangat penting 
sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 
1992  yakni tata ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta 
masyarakat.24 
Dalam peraturan pemerintahan Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dan Tata Cara peran Serta Masyarakat 
Dalam Penataan Ruang telah disebutkan secara jelas hak dan kewajiban 
masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. 
Disampng itu masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap 
rancangan tata ruang yang,serta berhak melakukan pengawasan 
terhadap pemanfaatan ruang dan pemeliharaan atau pertimbangan 
berkenaan dengan penerbitan pemanfaatan ruang. 25 
Mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam tata ruang wilayah 
kabupaten/kotamdya daerah tingkat II yang dijelskan dalam peraturan 
pemerintah No.69 Tahun 1996 bagian ke 3. Dalam proses perencanaan, 
masyarakat berperan serta dalam pemebrian masukan baik berupa 
inforamsi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam proses perencanaan 
dan oenyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Selain 
masyarakat juga dapat mengajukan keberatan terhadap rancangan tata 
ruang yang telah ditetapkan. 
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Penataaan ruang buka merupakan hasil akhir dari suatu produk, 
tapi merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menfasilitasi 
pelaksanaan atau proses penataan ruang. Jadi keberhasilan pelaksanaan 
penataan ruang dapat terlaksanakan jika aturan benar-benar dijalankan. 
Informasi dan pembinaan dapat dilakukan secara teransparan kepada 
para pelaku pembangunan terutama kepada masyarakat.  
 
C. Pengembangan Bisnis dan Pariwisata 
1. Pengertian Bisnis 
Apa yang dimaksud dengan bisnis sudah banyak diungkap oleh 
berbagai ahli. Melihat pada asal katanya bisnis berasal dari bahasa 
inggeris yang berarti yang berarti: Perusahan, Urusan atau Usaha. 
Misalnya The Grocery Business = Perusahaan sayur mayor. It is not your 
business = ini bukan urusanmu. This store is going out of business = Toko 
ini akan menghentikan usahanya. 
Hughes dan Kapoor menyatakan : Business is the organized effort 
of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that 
satisfy society’s needs. The general term business refers to all such efforts 
within a society or within an industry. Maksudnya bisnis ilaha suatu 
kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan 
menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di 
dalam masyarakat, dan ada dalam industri. Orang yang berusaha 
menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam 
menjalankan kegiatan bisnis disebut  entrepreneur. Untuk menjalankan 
25 
kegiatan bisnis maka entrepreneur harus mengkombinasikan empat 
macam sumber yaitu: material, human, financial dan informasi.26 
Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis ialah sejumlah total 
usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, 
transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan, yang bergerak 
dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. 
Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha-usaha 
perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahan 
besar seperti pabrik, transport, perusahaan surat kabar, hotel dan 
sebagainya, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.27 
Pendapat yang ketiga ini akan sangat luas sekali sebab usaha-
usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dan swasta baik yang 
mengejar laba ataupun tidak. Brown dan petrello (1976) menyatakan 
bahwa ―Busniess is an institution which produces goods and services 
demanded by people”. Artinya bisnis ialah suatu lembaga yang 
menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila 
kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan 
meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
sambil memperoleh laba. Yang dimaksud dengan laba ialah penerimaan 
bisnis yang jumlahnya lebih besar daripada biaya yang sudah 
diperhitungkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian bisnis 
diatas menekankan pada kegiatan bersifat mencari laba, dengan 
menghasilkan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen. 
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Sifat jasa ini tidak berujud, seperti jasa bidang keuangan, asuransi, 
transportasi, fasilitas umum, grosir, dan retail, banking, kesehatan juga 
bisnis yang menghasilkan barang seperti perumahan, pakaian, sandang, 
papan, pangan. 
Di samping bisnis yang menghasilkan laba, juga ada bisnis yang 
tidak mencari laba, museum, sekolah, perguruan tinggi, masjid, 
perpustakaan, lembaga pemerintahan, palang merah, dsb. Mereka 
menghasilkan jasa. Walaupun motifnya tidak mencari laba, namun mereka 
harus bekerja secara efisien, agar dapat mencapai tujuan organisasinya. 
Kedua bentuk profit seeking dan nonprofit organizations harus 
bertanggung jawab terhadap publik, dan berperilaku etis, memperhatikan 
investor, karyawan, langganan, dan sebagainya. 
Kebanyakan perusahaan jasa bersifat labor intensive, banyak 
melibatkan tenaga kerja manusia. Ada pula perusahaan yan g 
menghasilkan barang dan juga jasa sekaligus, seperti perusahaan yang 
menghasilkan komputer sebagai produk utamanya, namun juga 
menghasilkan jasa, seperti system desain, konsultan, dan pelatihan. 
2. Hukum Bisnis 
Hukum bisnis adalah perangkat kaidah, azas-azas, dan ketentuan 
hukum, termasuk institusi dan mekanismenya, yang di gunkan sebagai 
dasar untuk mengatur kegiatan bisnis, baik persiapan, pelaksanaan, 
maupunpenyelesaian sengketa-sengketa yang timbul dari akibat kegiatan 
tersebut.28 
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Hukum bisnis berdasarkan pembentukan dan obyek yang di atur, 
dapat diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu yang bersifat public dan yang 
bersifat privat. Hukum bisnis yang bersifat publik adalah seluruh perangkat 
ketentuan termasuk institusi dan mekanismenya, yang dibuat oleh 
Negara-negara, bilateral, regional, maupun universal, untuk mengatur 
kegiatan bisnis yang bersifat lintas batas Negara. Sedangkan hukum 
bisnis yang bersifat privat adalah: 
a) Perangkat ketentuan yang dibuat suatu Negara untuk mengatur 
hubungan bisnis antar pribadi, domestic maupun internasional; dan  
b) Kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak untuk mengatur bentuk 
hubungan, dan kegiatan bisnis di antara mereka.29 
Hukum bisnis juga dapat diklasifikasi berdasarkan ruang lingkup 
berlakunya, yaitu hukum bisnis domestic dan hukum bisnis internasional. 
Hukum bisnis domestic adalah peraturan perundangan yang dibentuk 
suatu Negara untuk mengatur kegiatan bisnis yang berlangsung di dalam 
wilayahnya. Sedangkan hukum bisnis internasional adalah keseluruhan 
ketentuan, baik yang dibuat oleh Negara-negara, maupun yang dibuat 
oleh suatu Negara untuk mengatur kegiatan bisnis yang bersifat lintas 
batas Negara, atau kegiatan bisnis yang mengandung unsur asing. 30 
Disamping itu terdapat juga pengklasifikasian hukum bisnis 
berdasarkan pembidangan hukum, yaitu hukum nasional, hukum 
internasional untuk kegiatan bisnis, dan hukum perdata internasional.31 
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Pengklasifikasian demikian cenderung bersifat teknis ilmiah, dan 
dimaksud memudahkan penelusuran bahan-bahan hukum, untuk 
kepentingan akademis maupun bisnis teknis, termasuk penyusunan 
pertimbangan-pertimbangan bisnis, sesuai karakter kegiatan.32 
 
3. Sejarah Perkembangan Bisnis 
Pada  masa dulu, kegiatan bisnis ini dilakukan pada tingkat 
keluarga, secara tertutup. Keluarga- keluarga pada saat itu menanam 
tanaman guna memenuhi kebutuhan bahan makanan, membuat pakaian 
sendiri, membuat rumah sendiri dengan bantuan tetangga dan 
sebagainya. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat keci. 
Pada saat itu belum  terpikirkan oleh mereka untuk  membuat usaha yang 
bersifat komersial, dengan meminjam modal untuk produksi berskala 
besar.33 
Kemudian muncul revolusi industry yang membawa perubahan 
secara drastis dan sangat penting. Adanya mesin uap menimbulkan 
perubahan pertanian yang tadinya menggunakan bajak, dengan tenaga 
sapi, kerbau, sekarang diganti dengan traktor dan bulldozer yang 
bertenaga luar biasa. Kemudian muncul pula tenaga kerja yang mulai 
menerima upah, dengan demikian penghasilan keluarga bertambah dan 
mereka mampu membeli barang lain, yang dibuat oleh orang lain pula. 
Akhirnya ekonomi bertumbuh pesat dan memberi peluang 
berkembanganya pabrik-pabrik, perdagangan besar, perdagangan eceran 
dan perusahaan jasa baik perorangan ataupun persekutuan dengan 
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menggunakan skill, teknologi dan system manajemen yang makin efisien. 
Sekarang ini dalam zaman globalisasi, dunia yang makin transparan kita 
lihat bagaimana hebatnya persaingan bisnis perusahaan nasional, 
multinasional, perang ekonomi lewat perdagangan antar bangsa, yang 
berebut menguasai pasar dunia dalam bidang barang dan jasa. Kita lihat 
bagaimana hebatnya perang dagang/ekonomi antara jepang dan Amerika  
dalam menguasai pasar barang-barang elektronik, jam, kamera dan film, 
serta mobil. Demikian pula antara jepang dan korea selatan, yang berebut 
menguasai pasar mobil di Internet.34 
Oleh sebab itu, Negara kita jangan sampai ketinggalan, hanya 
menjadi bahan rebutan pasaran Negara asing saja. Kita harus mulai 
mengembangkan  dan mencurahkan perhatian untuk membina generasi 
muda yang tanggap akan informasi bidang bisnis, sebagai orang-orang 
bisnis yang jeli dan terampil, bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga kaum 
wanitanya sebagai wanita pengusaha. Semakin banyak kita mengetahui 
seluk beluk dunia bisnis, semakin banyak peluang bagi kita untuk berhasil 
dan menggali keuntungan dari pengalaman-pengalaman tersebut.35 
 
4. Fungsi Dasar Bisnis 
Steinhoff dalam bukunya the world of business (1979) menyatakan 
bahwa untuk dapat menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan 
masyarakat, diperlukan lebih dulu bahan mentahnya, kemudian diproses 
dalam pabrik menjadi hasl produksi. Dengan demikian tampak jelas 
bahwa fungsi dasar bisnis ialah: 
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a. Acquiring raw materials (mencari bahan mentah). 
b. Manufacturing raw materials into products (merubah bahan 
mentah menjadi produk). 
c. Distributing products to consumers ( menyalurkan barang 
ketangan konsumen).36 
 
Ada pandangan yang lebih ekstrim yang menyatakan bahwa 
bisnis dibagi atas dua bagian yaitu: 
a. Production, dan 
b. Marketing 
 
Production yaitu berhubungan dengan mencari bahan mentah dan 
memproses bahan mentah menjadi hasil jadi. Kemudian marketing yaitu 
mendistribusikan, atau memindahkan barang dari satu tempat ketempat 
lain, yang menimbulkan kegunaan waktu, tempat dan pemilikan ( time 
utility, place dan possession utility ).37 
 
D. Bisnis Pariwisata  
1. Definisi Pariwisata 
Hermann V. Schulalard, seorang ahli ekonomi bangsa Austria, 
dalam tahun 1910 telah memberikan batasan pariwisata adalah  “ Tourism 
is the sum of operations, mainly of an economic nature, which directly 
related to the entry, stay and movement of foreigner inside certain country, 
city or region”.38 
Menurut pendapatnya, yang dimaksud dengan kepariwisataan 
adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan 
perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, 
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adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk 
suatu kota, daerah atau Negara. 
Batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka batasan ini 
lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapi tidak secara 
tegas menunjukan aspek-aspek sosiologi, psikologi, seni budaya maupun 
aspek geografis kepariwisataan.39 
2. Pengertian Bisnis Pariwisata 
Kegiatan kepariwisataan,sekali pun multi aspek, bukanlah kegiatan 
yang tidak dapat didefenisikan. Kegiatan kepariwisataan merupakan 
kegiatan yang bersifat sistem, memiliki ruang lingkup, komponen, dan 
proses tersendiri. Merupakan sistem perdagangan yang bersifat khusus, 
berobyek jasa, dan mendapat dukungan dari sistem lainnya, seperti 
sistem sosial, budaya, lingkungan hidup, sistem religi, dan sistem-sistem 
lainnya.40 
Bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang 
berorientasi pada penyedian jasa pariwisata. Bisnis pariwisata meliputi 
seluruh kegiatan penyediaan jasa (services) yang dibutuhkan wisatawan. 
Kegiatan ini meliputi jasa perjalanan (travel) dan transportasi 
(transportation), penginapan (accommodation), jasa boga (restaurant), 
rekreasi (recreaction), dan jasa-jasa yang lain yang terkait, seperti jasa 
informasi, telekomunikasi, penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan 
tertentu,penukaran uang (money changer), dan jasa hiburan 
(entertainment).41 
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Perdagangan jasa pariwisata dapat bersifat domestic (domestic 
tourism) dan dapat juga bersifat internasional (international tourism). 
Bersifat domestik apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan dalam 
wilayah suatu Negara oleh pelaku bisnis domestic terhadap wisatawan 
domestic. Bersifat internasional apabila di dalamnya terkandung unsur 
asing, baik karena status personil penyedia jasanya, lokasi, maupun pasar 
yang dilayaninya.42 
Sifat khas perdagangan jasa pariwisata terletak pada sifat dan 
bentuk obyeknya, yaitu jasa. Bentuk ini memiliki karakter yang sangat 
berbeda dengan barang, baik segi standard an penyiapan lingkungan 
bisnis, peraturan perundangan, mekanisme dan prosedur, kebutuhan 
pasar, kemasan produk, standard an pengukuran kualitas produk, 
penyajian produk, dasar dan prinsip transaksi, perhitungan jangak waktu, 
pembagian kerja, mekanisme dan prosedur pelaksanaan bisnis, dan 
perlakuan-perlakuan lainnya.43 
Krakteristik lainnya, terletak pada posisi jasa pariwisata sebagai 
obyek hukum. Bisnis pariwisata memiliki sistem pengaturan tersendiri, 
institusi-institusi, tradisi, azas-azas, ketentuan, standar-standar, 
mekanisme dan prosedur berbeda dengan barang. Demikian juga dari 
segi teknik transaksi, penetuan dasar transaksi, materi transaksi, elemen-
elemen kontrak, bentuk pertenggungjawaban hukum pelaku dan 
konsumennya.44 
                                                             
42
 Ibid. Hlm. 90 
43
 Ibid.  
44
 Ibid 
33 
Karakteristik demikian menunjukan bahwa bisnis pariwisata 
merupakan sistem tersendiri. Mencakup kesatuan komponen, tata kerja, 
fungsi, dan proses tersendiri. Sistem demikian memerlukan sistem hukum 
sui generis, yaitu sistem hukum khusus, sesuai dengan karakter 
obyeknya. Hukum bisnis pada umumnya tidak dapat diterapkan 
sepenuhnya terhadap kegiatan ini, karena dapat menimbulkan 
kejanggalan-kejanggalan (irreasonableness), pengabaian sifat khas 
obyek, dan akhirnya kerugian-kerugian teknis.45 
Hermann V. Schulalard, seorang ahli ekonomi bangsa Austria, 
dalam tahun 1910 telah memberikan batasan pariwisata sebagai berikut: 
― Tourism is the sum of operations, mainly of an economic nature, 
which directly related to the entry, stay and movement of foreigner inside 
certain country, city or region”. 
Menurut pendapatnya, yang dimaksud dengan kepariwisataan 
adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan 
perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, 
adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk 
suatu kota, daerah atau Negara. 
Batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka batasan ini 
lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapi tidak secara 
tegas menunjukan aspek-aspek sosiologi, psikologi, seni budaya maupun 
aspek geografis kepariwisataan. 
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3..Hukum Bisnis dan Pariwisata 
Hukum bisnis pariwisata adalah perangkat kaidah, azas-azas., 
ketentuan, institusi dan mekanismenya, nasional maupun internasional, 
yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa 
pariwisata, seperti persetujuan WTO tentang GATS dan peratuan 
perundangan bidang kepariwisataan. 
 Hukum bisnis pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai salah 
satu aspek hukum perdagangan dan aspek hukum kepariwisataan yang 
berhubungan dengan perdagangan jasa pariwisata. Sedangkan sebagai 
perangkat kaidah, azas, dan ketentuan yang digunakan sebagai dasar 
untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, hukum bisnis pariwisata 
termasuk kedalam cakupan hukum perdagangan, hukum kepariwisataan, 
dan berbagai bidang hukum, seperti, hukum perdata, hukum administrasi 
Negara, hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum penanaman modal, 
hukum pertanahan, hukum hak-hak kekeyaan intelektual, hukum 
lingkungan, dan bidang-bidang hukum lainnya. 
Kegiatan bisnis pariwisat merupakan kegiatan multi aspek, karena 
itu hukum binsis pariwisata bersifat multi aspek. Pembahasan kegiatan 
bisnis pariwisata tidak cukup didasarkan pada hukum perdagangan dan 
hukum kepariwisataan, melainkan harus menyertakan bidang-bidang. 
Sebagai aspek dari hukum kepariwisataan, hukum bisnis pariwisata 
Indonesia didasarkan pada: 
a) Undang-Undang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1990, beserta seluruh peraturan pelaksanaanya; 
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b) Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World 
Trade Oragnization, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dimana 
tercakup didalamnya GATS; dan 
c) Peraturan perundangan yang terletak pada bidang hukum lain 
seperti hukum Penanaman Modal, Hukum Perusahaan, Hukum 
Perizinan, dan lain-lain.46 
Disamping mengatur kegiatan kepariwisataan secara keseluruhan 
Undang-Undang Kepariwisataan juga meletakan dasar-dasar ketentuan 
untuk mengatur kegiatan bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata dalam 
Undang-Undang tersebut diberi istilah usaha pariwisata, yaitu kegiatan 
yang bertujuan menyediakan jasa pariwisata, mengusahakan obyek dan 
daya tarik wisata, sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait. 47 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
       Lokasi penelitian ini dilakukan diwilayah kota Makassar dengan 
mengambil tempat tertentu sebagai tempat pengambilan sumber data 
yaitu, antara lain : wilayah tanjung bunga kecamatan tamalate,kelurahan 
maccini sombala. Dasar pertimbangan sehingga di wilayah tanjung bunga 
dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah yang memiliki 
bisnis dan pariwisata yang cukup dikenal masyarakat. Oleh karena itu 
penulis menganggap bahwa tempat yang paling tepat mengakses 
berbagai informasi yang terkait dalam penelitian ini adalah wilayah 
tersebut. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian adalah masyarakat dilokasi penelitian 
tersebut ditambah aparat yang terkait dalam pengembangan bisnis dan 
pariwisata. 
Populasi yang disebutkan diatas tidak mungkin diteliti secara 
keseluruhan karena itu peneliti menetapkan sampel yang akan dijadikan 
responden dalam penelitian. Untuk sampel penelitian akan ditentukan 
sendiri oleh penulis yaitu masyarakat yang membuka usaha di tepian 
sungai jeneberang (danau tanjung bunga). 
Selain responden dari masyarakat, diperlukan pula data atau 
informasi dari narasumber lain (informan) yaitu pejabat pemerintah terkait 
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yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap kecamatan tamalate dan 
kelurahan maccini sombala dilakukan dengan metode wawancara. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
    Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
1. Data primer adalah data empiris yang diperoleh secara langsung 
dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak 
terkait dengan permasalahan proposal ini 
2. Data skunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan, 
hasil-hasil penelitian dari berbagai pihak, jurnal, peraturan daerah 
serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik  penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilokasi 
penelitian adalah; wawancara, yaitu teknik yang dilakukan untuk 
memperoleh informasi dari responden secara langsung. 
 
E. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan proposal 
ini adalah analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh 
dari lokasi penelitian baik data primer maupun data skunder kemudian 
diberikan penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
 
A. Pelaksanaan Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Di 
Wilayah Tanjung Bunga 
Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015, bahwa yang 
dimaksud dengan  kawasan  bisnis dan pariwisata terpadu adalah 
kawasan terpadu yang diarahkan dan diperuntukan sebagai kawasan 
dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan 
pariwisata dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap 
saling bersinergi dalam suatu sistem ruang yang solid. 
Maka dengan itu, pengembangan kawasan bisnis dan wilayah 
terpadu di kota Makassar juga memiliki beberapa strategi dalam 
penerapannya yaitu: 
1. Mendorong kelanjutan pembangun kota baru Tanjung Bunga 
sesuai dengan masterplan yang telah disahkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan 
penetapan komposisi yang seimbang antara kawasan bisnis, wisata 
dan pemukiman. 
2. Mengembangkan fungi jalan MH dg. Patompo yang merupakan 
fasilitas umum dan kawasan  ini sebagai jalan lingkar kota yang 
sangat starategis dan penting yang menghubungkan  kawasan 
pusat kota dan kawasan barat dan selatan kota. 
3. Mengembangkan kawasan danau Tanjung Bunga menjadi 
kepariwisataan kawasan wisata politik dan kawasan olahraga air 
berstandar internasional serta menjadi kawasan pusat jalan dan 
makanan unggulan makassar di sepanjang kedua pesisir danau 
dengan atmosfir yang berwawasan lingkungan. 
4. Mendukung kegiatan penataan kembali dan bentuk pesisir pantai 
tanjung bunga melalui kegiatan reklamasi dari deposit pasir hasil 
39 
sendimentasi alam dalam upaya memitigasi pesisir pantai tanjung 
bunga terhadap bencana dan memanfaatkannya menjadi kawasan 
kota tepian air dengan standar dan style internasional pada 
kawasan sekitar muara pembuangan danau Tanjung Bunga (ex 
sungai batang beru). 
5. Mengembangkan kawasan rieverside sungai jeneberang sebelah 
barat dam karet sebagai jalur transportasi air kota dan dan 
kawasan sebelah timur dam karet sebagai kawasan wisata air 
bergerak. 
6. Mengembangkan RTH dengan tingkat tutupan hijau (green cover) 
minimun 50 % (lima puluh persen) untuk mewujudkan kenyamanan 
lingkungan yang baik dan asri diseluruh kawasan ini. 
7. Mendorong pembangunan sentra-sentra bisnis baru, kegiatan 
wisata yang lengkap dan spesifik serta unik dan permukiman-
permukiman bernuansa resort dengan standar dan style layanan 
internasional. 
 
Melihat dari pada tujuan pengembangan kawasan bisnis dan 
pariwisata terpadu di atas, yang dikembangkan di kota Makassar tentu 
tindak bisa dilepaskan dari  apa yang disebut sebagai bagian dari 
pembangunan kota berkelanjutan. Bagaimana pemerintah daerah 
perkotaan menemukan cara untuk membangun dan menata kota mereka 
sendiri secara berkelanjutan? Yaitu mengarahkan pembangunan kota 
tidak hanya demi kepentingan-kepentingan saat ini yang berorietasi pada 
pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga pada budaya yang lestari 
dan lingkungan yang selaras serasi dan seimbang dilandasi pemikiran 
yang mempertimbangkan genarasi yang mendatang.  
Hal ini sejalan dengan Agenda Habitat Summit yang 
mengemukakan ―ada harapan dan kesempatan besar bahwa suatu dunia 
baru dapat diangun dimana pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, 
dan perlindungan lingkungan sebagai komponen yang saling memperkuat 
interdependen dan saling membantu secara sinergis dari pembangunan 
kota yang berkelanjutan akan dicapai melalui solidiraitas dan 
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kebersamaan inter dan antar negara-negara, melalui kerja sama yang 
efektif pada semua tingkatan dan tahapan.‖48 
Oleh sebab itu dalam pendirian bisnis maupun pengembangan 
pariwisata di Kota Makassar yang sejatinya ditujukan untuk 
pengembangan aspek perkotaan juga harus memerhatikan aspek rencana 
tata ruang wilayahnya. 
Pengembangan bisnis dan pariwisata terpadu di Kota Makassar 
merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi 
kawasan dalam menunjang kegiatan pengembangan. Potensi kawasan 
juga termasuk dalam hal ini potensi infrastuktur yang dimiliki suatu daerah 
dan merupakan suatu potensi yang mendukung aksesibilitas jalan pada 
kawasan budaya terpadu yang mudah dikunjungi dan menjadi tujuan 
wisata dalam menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat. Misalnya ketersediaan aksesibilitas jalan yang memiliki 
konstruksi yang kuat, panjang, dan lebar jalan yang memadai, memiliki 
drainase dan penerangan jalan yang dapat menghubungkan berbagai alur 
jalan utama dan jalan alternatif. 
Potensi kawasan yang dapat dikembangkan berupa potensi 
partisipasi masyarakat, di mana jumlah populasi dalam suatu wilayah 
daerah merupakan sumber segmen pasar yang potensial untuk menjadi 
akses bagi suatu daerah di dalam memberikan peluang kepada penduduk 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan suatu daerah. 
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Contoh, masyarakat di daerah kawasan pariwisata terpadu melakukan 
pembangunan insfratruktur obyek wisata seperti rumah makan yang 
tertata, tempat-tempat hiburan, penginapan dan sarana komunikasi untuk 
akses informasi. 
Rencana tata ruang wilayah merupakan hasil perencanaan tata 
ruang wilayah yang memiliki visi untuk menggambarkan arah dan 
pengelolaan wilayah kota dan misi tata ruang sebagai komitmen dan 
panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayah sesuai 
dengan visi pembangunan. 
Pelaksanaan peraturan ini bersesuaian dengan kawasan lindung 
yang merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. Selain itu, kawasan budidaya juga menjadi 
perhatian karena merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.  
Selanjutnya kawasan hijau lindung sebagai suatu kawasan yang 
memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan 
perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah 
yang lebih luas. 
Termasuk perlunya kawasan hijau binaan dan kawasan tangkapan 
air. Kawasan hijau binaan sebagai bagian dari kawasan hijau di luar 
kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui 
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penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi 
yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk 
sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang didukung oleh fasilitas 
sesuai keperluan untuk penghijauan. Sementara kawasan tangkapan air 
adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara alamiah, 
atau binaan terhadap keberlangsungan badan air.  
Untuk mempertahankan kawasan tersebut lebih maju, maka 
dikembangkan kawasan ekonomi prospektif, kawasan sistem pusat 
kegiatan, kawasan terpadu, kawasan budaya terpadu, kawasan bisnis dan 
pariwisata, ruang terbuka hijau, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan, 
serta panduan pembangunan kawasan. Kawasan ekonomi prospektif 
sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis bagi pengembangan 
ekonomi kota.  
Kawasan sistem pusat kegiatan diarahkan bagi pemusatan 
berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi 
strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi 
dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari 
sistem pusat kegiatan utama yang berskala kota, regional, nasional dan 
internasional dan sistem pusat penunjang yang berskala lokal. 
Kawasan terpadu sebagai kawasan yang memiliki fungsi lebih dari 
satu, terdiri atas fungsi utama dan penunjang, yang saling terkait dan 
bersinergi serta saling mempengaruhi dan mendukung dalam satu sistem. 
Kawasan bisnis dan wisata terpadu diarahkan dan diperuntukkan sebagai 
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kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis 
dan wisata yang dilengkapi dengan kegiatan penunjang yang lengkap dan 
saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Kawasan bisnis dan 
pariwisata diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan 
kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan 
penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang 
yang solid. 
Pelaksanaan proyek ini juga memperhatikan pentingnya 
keberadaan ruang terbuka hijau sebagai kawasan atau areal permukaan 
tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi 
perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana Kota/lingkungan, dan atau 
pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Hal ini 
sebagai bentuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan. Perbaikan 
lingkungan merupakan pola pengembangan kawasan dengan tujuan 
untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan 
melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik 
prasarana yang telah ada. Sedangkan pemeliharaan lingkungan adalah 
pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan 
kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami 
penurunan kualitas lingkungan. 
Hal ini sesuai dengan panduan pembangunan Kawasan bisnis dan 
wisata terpadu yaitu panduan bagi pembangunan kawasan sebagai 
implementasi dari hasil panduan rancang kota dan memuat ketentuan-
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ketentuan yang mengatur mengenai komposisi peruntukan-peruntukan, 
intensitas pemanfaatan ruang, tahapan dan tata cara pembangunan, 
pembiayaan pembangunan, dan pengaturan mengenai keseimbangan 
antara manfaat ruang yang diperoleh para pihak yang terkait dengan 
kewajiban penyediaan prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas 
umum, dan sarana lingkungan, serta sistem pengelolaan kawasan yang 
akan dibangun. 
Pemerintah daerah menyadari bahwa apabila terjadi pelanggaran 
diluar ketentuan peraturan daerah tersebut atas pelaksanaan 
pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu, akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 91 Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi 
berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. 
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan 
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak 
merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain 
dalam peraturan perundangundangan. Selain sanksi sebagaimana 
dimaksud, dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya 
atau sebagian. WaliKota menetapkan cara pelaksanaan dan besarnya 
biaya paksaan penegakan hukum. 
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Namun hal tersebut tidak terlepas dari adanya kegiatan penyidikan 
terlebih dahulu, di mana Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. 
Wewenang Penyidik adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan 
Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang 
Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan adanya pelanggaran; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau 
Badan sehubungan dengan pelanggaran; 
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan terhadap pelanggaran. 
Setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, di dalamnya 
terdapat berbagai analisis hukum, yang dapat dipahami dan diketahui 
faktor penyebab dari suatu masyarakat untuk mentaati hukum dan 
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melanggar aturan hukum. Faktor hukum sangat ditentukan oleh substansi 
hukum, struktur kelembagaan, budaya kearifan lokal, sarana/prasarana 
dan pengetahuan masyarakat.  
Berdasarkan fokus penelitian ini, untuk mengetahui lebih lanjut 
pelaksanaan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di 
kota makassar,  maka dipilih tiga studi penelitian pada wilayah bisnis dan 
pariwisata diantaranya Bisnis Karamba, wisata Akarena, dan bisnis 
tanaman hias yang lokasinya semuanya terdapat di Tanjung  Bunga.  
1. Bisnis Usaha Keramba 
Untuk yang pertama, bisnis karamba merupakan usaha 
masyarakat terhadap budi daya ikan air tawar dalam rangka peningkatan 
pendapatan masyarakat setempat. Usaha ini tetap berada di bawah 
naungan pemerintah, yang harus mengikuti semua syarat-syarat yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam setiap pendirian usaha 
keramba tersebut. 
Secara lengkap usaha ini dimulai sebagai pengembangan 
kawasan bisnis melalui beberapa tahap yaitu: 
1. Harus ada peninjauan atas kondisi tempat yang akan menjadi usaha 
keramba tersebut, sebagai rangkaian lebih lanjut untuk melakukan 
pemanfaatan lahan, dan setelah itu dibuatlah kesimpulan atas hasil 
peninjauan bahwa pemanfaatan lahan demikian tidak lain bertujuan 
untuk mengembangkan lebih lanjut usaha tani dan nelayan.  
2. Setelah peninjauan lokasi, maka usaha pengembangan bisnis 
keramba lebih lanjut harus diketahui oleh kelurahan, dan membuat 
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kelompok yang diketahui oleh dinas pekerjaan dan kelautan, dan dinas 
ketahanan pangan. Adapun sebelum pendirian usaha keramba ini, 
maka diwajibkan setiap kelompok itu minimal memiliki enam anggota.49 
Satu hal kekurangan dari usaha bisnis keramba ini berdasarkan 
hasil penelitian di lapangan, tampaknya oleh pemerintah daerah Kota 
Makassar, usaha yang digalang oleh kelompok nelayan ini belum 
sepenuhnya memerhatikan aspek lingkungannya. Yakni usaha budi daya 
ikan tersebut, usaha keramba mereka belum tertata rapi, sehingga pada 
akhirnya dapat merusak ekosistem sungai dan laut di sekitarnya. 
Padahal berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2007 
penataan ruang, dalam hal ini termasuk pula usaha budi daya di perairan 
juga pada intinya mesti tunduk pada asas dan tujuan penataan ruang 
diantaranya: 
1. Asas keterpaduan; 
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 
3. Keberlanjutan; 
4. Kedaygunaan dan kehasilgunaan; 
5. Keterbukaan; 
6. Kebersamaan dan kemitraan; 
7. Perlindungan hukum dan keadilan; 
8. Akuntabilitas. 
Satu hal yang perlu diperhatikan terhadap asas penataan ruang 
terkait dengan usaha keramba ini adalah adanya keselarasan, keserasian 
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dan keseimbangan terhadap alam disekitarnya, yang tidak boleh ke 
depannya sampai merusak ekosistem sekitarnya.  
Lebih lanjut pula dalam Pasal 3 UU Nomor  26 Tahun 2007 
Tentang Penataan Ruang kembali ditegaskan bahwa penyelenggaraan 
penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang 
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasrkan wawasan 
nusantara dan ketahanan nasional dengan: 
a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 
lingkungan buatan; 
b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 
manusia; 
c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 
Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, meskipun saat ini usaha 
keramba ikan yang telah dilakukan oleh para nelayan, tampaknya oleh 
dinas kelautan dan dinas perikanan tidak memerhatikan dampak dan 
konsekuensi lebih lanjut yang telah diizinkannya untuk melakukan usaha 
tersebut. Bahwa pemberian izin usaha budi daya keramba tersebut 
ternyata perencanaan tata ruang sebelumnya untuk mengharmoniskan 
antara wilayah perairan (lingkungan alam) dengan daerah keramba untuk 
pembudidayaan ikan (lingkungan buatan) tidak dijadikan sebagai bahan 
analisis oleh dinas kelautan, sehingga kemudian sudah dapat dikeluarkan 
izin usaha budi daya ikan dengan menggunakan keramba. 
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Selain itu, usaha keramba sebagai usaha yang bisa dikatakan 
akan berkembang pesat kemudian, mestinya dengan kerja sama 
pemerintah daerah, dinas ketahan pangan, dinas kelautan jauh dari awal 
sudah memerhatikan dampak lingkungan atas usaha budi daya ikan 
tersebut. Oleh sebab usaha ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan 
lingkungan hidup. Mestinya setiap usaha ini yang dikelolah secara 
berkelompok juga sudah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
(AMDAL) 
 Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan bahwa: 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.  
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:  
a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/atau kegiatan;  
b. Luas wilayah penyebaran dampak;  
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  
d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan 
terkena dampak;  
e. Sifat kumulatif dampak;  
f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau   
g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi.  
 
Usaha keramba merupakan usaha yang tidak ada jaminan kalau ke 
depannya tidak akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem sungai 
dan laut di sekitarnya. Oleh karena itu, seyogiyanya ke depan agar usaha 
ini dilengkapi dengan AMDAL, yang jelasnya tetap berada dalam 
pengawasan dan koordinasi oleh pemerintah daerah terkait. 
Satu dan lain hal, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para 
pengusaha keramba ternyata masih banyak yang belum mendapatkan izin 
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atas usaha mereka. Dari hasil wawancara responden mengemukakan 
―bahwa karena usaha ini masih berada di bawah dinas PU, maka dari para 
pengusaha belum mendapatkan izin usaha dari dinas perizinan. Adapun 
yang didapatkan hanya berupa rekomendasi untuk menyelenggarakan 
usaha, yang mana rekomendasinya diperoleh dari Dinas perikanan dan 
kelautan .‖ 
Sebagai bahagian dari pengembangan kawasan bisnis terpadu 
atas usaha keramba ini, maka ke depannya oleh pemerintah daerah harus 
memprioritaskan usaha ini sebagai bahagian dari misi kawasan bisnis 
terpadu yang diamanatkan oleh Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata 
Ruang Wilayah Kota Makassar adalah dengan melakukan peninjauan 
kembali, dengan mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai 
penetapan fungsi kawasan sebelum dan sesudahnya. 
2. Pembangunan Wisata Akarena 
Bagian lokasi penelitian selanjutnya yaitu pada usaha bisnis 
Akarena.  Proses pengembangan wisata ini boleh dikata masih jauh dari 
apa yang digariskan oleh Perda Tata Ruang  Wilayah Kota Makassar. 
Memang izin usaha pendirian lokasi wisata ini sudah mendapat legalitas 
oleh pemerintah setempat, namun pelepasan tanah milik oleh masyarakat 
hingga kini belum semuanya rampung. Masih banyak oleh masyarakat 
yang pernah tinggal, bermukim di wilayah tersebut kemudian hak atas 
ganti rugi dari tanah-tanah mereka hingga kini belum terbayar. 50 
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Padahal dengan memperhatikan apa yang diamanatkan dalam  
Pasal 90 Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan binis 
dan wisata terpadu, dalam membangun kota terpadu harus pula 
mengutamakan kepentingan masyarakat. Tegasnya pasal tersebut 
berbunyi bahwa pemberdayaan peran serta masyarakat dilakukan oleh 
instansi berwenang dengan cara: 
1. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar 
pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan tekhnik, 
bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan; 
2. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan 
ruang kepada masyarakat secara terbuka; 
3. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang 
kepada masyarakat; 
4. Menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat; 
5. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas 
kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan  kegiatan 
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 
6. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam 
proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang 
yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat 
rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati 
rencana tata ruang. 
7. Memperhatikan dan menindak lanjuti saran, usul, atau 
keberatan di dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan 
mutu pelayanan ruang. 
 
Dari ketentuan di atas, adalah pada poin keenam merupakan 
pengejawantahan lebih lanjut, Perda Tata Ruang Wilayah Kota  Makassar 
sudah mengakomodasi hak-hak masyarakat yang ditimbulkan akibat 
pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu. Tetapi, ternyata 
dalam praktik oleh pengusaha dan pemerintah daerah masih 
mengindahkan hak-hak masyarakat tersebut, yang nyata-nyata telah 
diperintahkan oleh Perda Nomor 6 Tahun 2006. Hal ini pula sesuai 
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dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan dan Kepentingan Umum. Salah satu landasan sosiologi 
lahirnya undang-undang ini terdapat pada penjelasan umumnya. Dalam 
penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun  2012 ditegaskan, bahwa hukum 
tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah 
dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang 
yang bersifat publik kepada Negara berupa kewenangan untuk 
mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, 
serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang 
dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut: 
1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah 
untuk kepentingan umum dan pendanaannya; 
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan 
sesuai dengan: 
a. Rencana tata ruang wilayah 
b. Rencana pembangunan nasional/daerah 
c. Rencana strategis 
d. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah  
3. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan 
melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan. 
4. Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan 
antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 
5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan 
pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. 
 
Lebih lanjut yang dapat dikategorikan sebagai bahagian dari 
pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, 
selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 yang 
menegaskan, bahwa tanah untuk kepentingan umum yang digunakan 
untuk pembangunan, antara lain: 
a. Pertahanan dan keamanan nasional; 
b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta 
api,dan fasilitas operasi kereta api; 
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c. Waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, saluran 
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 
d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 
e. Infrastrusktur minyak, gas dan panas bumi; 
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; 
g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; 
h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 
i. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah; 
j. Fasilitas keselamatan umum; 
k. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah.; 
l. Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik; 
m. Cagar alam dan cagar budaya; 
n.  Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa; 
o.  Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi 
tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah 
dengan status sewa; 
p.  Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah; 
q.  Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah, dan; 
r.  Pasar umum dan lapangan parkir umum. 
 
Memang dalam UU Nomor 2 Tahun  2012 tidak ditegaskan secara 
langsung terkait dengan pengembangan bisnis dan pariwisata terpadu 
dapat dijadikan sebagai bagian dari pada upaya pembebesan lahan dalam 
rangka untuk pembangunan demi kepentingan umum. Namun dengan 
mencermati peruntukan atas fasilitas sosial, fasilitas umum dan  ruang 
terbuka hijau publik. Maka dalam peruntukan yang demikianlah apa yang 
ditujukan untuk pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu 
termasuk di dalamnya.  
Apalagi usaha pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata 
terpadu juga dalam pengembangan startegisnya telah memerhatikan 
kawasan terbuka hijau yang harus ditumbuhkembangkan. Maka dari itu, 
segala tahapan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 
telah ditegaskan dalam UU Nomor 2 Tahun  2012 dengan sendirinya pula 
menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang 
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berada dalam koordinasi dengan para pengusaha dan BPN untuk 
memenuhi segala hak dan kepentingan masyarakat setempat. Sebab  
kemungkinan besar hak atas tanah mereka harus diberikan ganti rugi 
yang layak dalam pengembangan kawasan perkotaan dengan tetap 
memperhatikan aspek tata ruang wilayahnya. 
Satu lagi, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan 
bisnis dan pengembangan wisata terpadu di daerah tanjung bunga, 
terutama pengembangan wisata akarena. Adalah  pada rencana 
pengembangan kawasan pemukiman yang ditargetkan menempati 
wilayah 134, 81 Ha dengan uraian arahan pengembangan yaitu: 
1. Mengarahkan pengembangan lingkungan pemukiman yang sesuai 
dengan konsep dan atmosfer wilayah sebagai kawasan bisnis dan 
pariwisata terpadu; 
2. Mempertahankan kawasan permukiman KDB rendah pada daerah 
pemukiman tanjung bunga; 
3. Mempertahankan fungsi perumahan dan kawasan mantap; 
4. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman. 
5. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman yang sudah 
ada dan sekaligus melestarikan lingkungannya. 
Dengan mencermati rencana pengembangan kawasan 
permukiman yang ditentukan dalam Perda Nomor 6 tahun 2006 Tentang 
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian segala 
perencanaan tersebut belumlah maksimal. Hal ini terlihat dengan data 
yang diperoleh dari hasil penelitian di Bappeda mengemukakan ―bahwa 
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saat ini untuk pengembangan wisata terpadu terhadap mereka yang 
menjadi pengembang usaha, ketika diharapkan untuk mendirikan 
bangunan yang tertata, kemudian memberi sumbangsi pula dalam 
penyediaan fasiltas umum tidak terselenggara dengan baik, hal ini 
diperparah ketika pendirian usaha-usaha mereka ternyata belum 
memenuhi semua aspek tata ruang, dimensi Koefesien Dasar Bangunan 
tetapi tetap juga pengembangan usaha mereka dilanjutkan.‖ 
Disamping itu, usaha lokasi wisata Akarena memang kelihatan 
menjadi tempat wisata yang indah dan menarik, namun efektivitas 
pengendalian tata ruang dan wilayahnya belumlah maksimal. Selain 
tempat usaha jualan yang mestinya tertata hingga tidak menyebabkan 
kerusakan lingkungan, oleh karena usaha mereka banyak menghasilkan 
sampah, oleh tim pengendali dan pengawas tata ruang, jauh dari awal 
permasalahan ini belum juga diantisipasi. 
Adapun peran Bappeda Kota Makassar berdasarkan hasil 
wawancara mengemukakan ―bahwa sejatinya jika pengembangan 
kawasan bisnis dan pariwisata ini hendak menciptakan pembangunan 
yang harmonisasi atas wilayah perkotaan terhadap semua usaha bisnis 
dan pariwisata terpadu tersebut, harus dilengkapi semua izin usaha 
hingga izin lokasi yang jelas, termasuk pelepasan tanah/ lokasi yang telah 
digunakan oleh para pengusaha dengan segera diselesaikan oleh pihak 
pengusaha yang tentunya harus mendapat koordinasi dari pemerintah 
daerah.‖51 
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Selanjutnya atas permasalahan tersebut, ketika dilakukan 
penelitian di Badan Pertanahan Nasional  Kota Makassar, tampaknya oleh 
pihak BPN mengakui jika selama ini masih banyak pengembangan usaha 
bisnis dan wisata terpadu, yang pada dasarnya saat ini sudah 
dimanfaatkan, tapi satu hal yang dilupakan oleh setiap pengembangan 
usaha bisnis dan pariiwisata itu, yakni upaya pembebasan lahan, 
termasuk pula diantaranya yang belum maksimal untuk diperhatikan oleh 
para pengembang usaha bisinis dan pariwisata terpadu adalah izin guna 
tanah. 
Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap 
pengembang bisnis dan wisata terpadu di kota Makassar, berdasarkan 
rekomendasi badan pertanahan nasional diantaranya:52 
a) Izin perinsip dari walikota; izin prinsip diberikan lokasi untuk 
pengembangan lahan. 
b) Izin pemanfaatan ruang dan lahan dari dinas tata ruang. 
c) Sket/Setplan lokasi yang akan dimohon. 
d) Setelah syarat di atas terpenuhi maka dimasukan permohonan 
kepertanahan dalam rangka pertimbangan teknis dalam izin lokasi, 
kemudian selanjutnya wali kota memberi izin.  
e) Instansi terkait yang bermohon, lurah, camat, Bappeda, tata ruang, 
kabag pertanahan,  Kabag hukum, PU, dan Lingkungan hidup. 
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f) Sebelum rapat kordinasi dengan instansi terkait ada rapat kordinasi 
untuk pertimbagan teknis pertanahan terlebih dahulu khusus BPN. 
g) Kemampuan tanah apa cocok dibanguni rumah dengan melihat 
kedalaman tanah,tekstur tanah,drainase atau resapan air 
h) jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah 
dijanjikan akan ditolak. 
i) setelah itu dibuatkan darf untuk kewalikota, izin lokasi ada jangka 
waktunya. Jika tidak ada kegiatan..akan di perpanjang 1thn 
kemudian. Namun jika tidak diperpanjang akan diberikan ke 
perusahaan lain. Tiap 6 bulan harus dilakukan izin lokasi tersebut. 
Tujuanya untuk memperoleh lokasi sesuai pembangunan yang di 
arahkan berdasarkan tata ruang. Untuk mengurus izin lokasi hrus 
ada hak guna bangunan. Izin lokasi ini kebanyakan diperuntukan 
untuk PT. 
Apa yang dikemukakan oleh pihak BPN tampaknya sejalan 
dengan Salah satu aspek dalam penataan ruang yang juga harus 
diperhatikan dalam pengembangan bisnis dan wisata terpadu. Aspek 
tersebut menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah 
pengendalian ruang, yang secara praktis dapat diterjemahkan dalam 
bentuk perizinan terhadap segala bentuk pemanfaatan lahan atau ruang.  
Pengelolaan lingkungan hidup disuatu wilayah tidak hanya 
berkaitan dengan penataan ruang dalam penyusunan saja, tetapi juga 
dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pengendaliannya. 
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Dalam pengelolaan lingkungan hidup wilayah, prosedur perizinan 
yang berkaitan dengan penataan ruang dapat merupakan sarana dalam 
mengaitkan secara resmi berbagai pertimbangan tentang lingkungan 
hidup dalam pelaksanaan pembangunan. 
Beberapa prosedur mengenai bentuk perizinan  dalam rangka 
pengendalian terhadap pelaksanaan produk penataan ruang dan cukup 
potensial untuk dimuati dengan pertimbangan tentang lingkungan hidup 
antara lain  adalah prosedur memperoleh izin lokasi, izin usaha, izin 
perencanaan (planning permit), dan izin mendirikan bangunan (IMB). 
1. Izin lokasi, di wilayah-wilayah yang sudah memiliki rencana tata 
ruang, izin lokasi ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan 
pembangunan, agar sesuai dengan yang telah direncanakan. 
Tentunya hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang telah memasukkan pertimbangan  tentang 
lingkungan hidup. 
2. Izin usaha, prosedur memperoleh izin usaha sangat potensial untuk 
digunakan sebagai sarana untuk memasyarakatkan aturan yang 
terkait  dengan kegiatan  dampak lingkungan. Setidaknya semua 
pemrakarsa usaha dagang dan industry dapat dituntut untuk 
menyertakan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), dan UKL 
(Upaya Pengelolaan Lingkungan) terhadap calon lokasi usaha yang 
akan dilaksanakannya sebagai prasyarat untuk memperoleh izin 
usaha, karena pemberian izin usaha mempertimbangkan masalah 
lokasi dan gangguan yang akan ditimbulkan. 
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3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin mendirikan bangunan sangat 
tepat untuk digunakan sebagai kendali terhadap persyaratan yang 
telah ditetapkan untuk membangun sesuai dengan standar-standar 
yang ditentukan  dalam rencana tata ruang kota. IMB diperlukan 
untuk mengendalikan aspek  pelaksanaan Tata Ruang Kota. 
3. Bisnis Tanaman Hias 
Salah satu peran yang bisa dimainkan oleh pengusaha tanaman 
hias, terkait dengan sistem penataan ruang dan wilayah di Kota Makassar, 
untuk pengembangan bisnis dan wisata terpadu adalah dengan melalui 
pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 angka 12 Perda 
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, 
bahwa presentase luas ruang terbuka hijau pada kawasan bisnis dan 
pariwisata terpadu ditargetkan sebesar 10 % dari luas kawasan bisnis 
dengan arahan pengembangannya sebagai berikut: 
1. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai bagian 
barat Makassar; 
2. Menata bagian hilir sungai Jeneberang; 
3. Meningkatkan penghijaun di daerah sekitar danau Tanjung  Bunga 
(Sungai Baling Beru) guna menjadi wadah rekreasi dan sosialisasi 
warga. 
4. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan 
hijau produktif di dalam kawasan permukiman Tanjung Bunga. 
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5. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dan taman-taman kota di dalam 
kawasan terpadu tanjung bunga. 
6. Mendorong pengembangan area budi daya tanaman hijau produktif 
sebagai RTH sementara pada lahan tidur. 
Dari enam poin yang bisa dilaksanakan oleh para pengusaha 
tanaman hias adalah pada poin 1, 3, 4, 5 dan 6 dapat mengambil peran di 
dalamnya. Tetapi dari hasil penelitian rata-rata usaha tanaman hias hanya 
berkonsentrasi pada peran untuk menata dan mengembangkan jalur hijau 
berbunga di sepanjang jalan hijau produktif di dalam kawasan 
permukiman tanjung bunga. Sementara untuk peran lainnya peningkatan 
seperti penghijauan di daerah sekitar tanjung bunga belumlah terealisasi 
secara maksimal.  
Hal ini disebabkan usaha  pengembangan kawasan bisnis 
tanaman hias, sebagian dikelolah penuh perusahaan swasta (GMTD).  
Sehingga Perusahaan Swasta belum bisa menanggung semua beban 
yang diberikan oleh Perda tersebut. 
Tentu dalam usaha tanaman hias ini, jauh sebelumnya juga harus 
mendapat izin usaha, termasuk izin tempat atas penyebaran tanaman 
hiasnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa usaha tanaman 
hias yang diselenggarakan oleh swasta, belum memberi sumbangsi yang 
memadai atas rencana pengembangan kota wisata yang indah, serasi, 
dan nyaman dsekitar wilayah tanjung bunga.53 
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B. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengembangan 
Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Di Wilayah Tanjung 
Bunga 
 
Pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu merupakan 
salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi kawasan dalam 
menunjang kegiatan pengembangan. Potensi kawasan bisnis dan 
pariwisata terpadu merupakan modal dasar pengembangan suatu 
masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Keberadaan potensi 
kawasan bisnis dan pariwisata terpadu menjadi sarana yang menunjang 
dalam berbagai aktivitas pengembangan, baik dilihat dari potensi 
infrastruktur, potensi alam, potensi penduduk dan potensi usaha 
penduduk serta potensi kawasan bisnis dan pariwisata terpadu yang 
dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk meningkatkan hasil-hasil 
pengembangan dalam rangka keadilan dan pemerataan suatu daerah.  
Suatu wilayah daerah yang maju dan berkembang sangat ditunjang 
oleh adanya potensi kawasan bisnis dan pariwisata terpadu. Wilayah 
daerah merupakan kondisi geografis dari suatu daerah yang memberikan 
adanya berbagai peluang bagi suatu daerah untuk mengelola potensi-
potensi kawasan bisnis dan pariwisata terpadu dalam suatu wilayah. 
Menurut Frinds (2006:39) menyatakan bahwa suatu 
pengembangan kawasan akan maju dan berkembang bila daerah tersebut 
mengembangkan kawasan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu Di 
mana kawasan ini merupakan suatu kawasan yang menjadi tujuan 
kunjungan, dan meningkatkan potensi kawasan kawasan bisnis dan 
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pariwisata terpadu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 
pengelolaan potensi yang konstruktif.54  
Dimana bisnis karamba, wisata akarena, dan bisnis tanaman hias 
yang ada dilokasi tanjung bunga, ternyata menimbulkan dampak negatif 
terhadap penataan kota Makassar, wilayah lalu lintas jalan, hingga laut 
disekitarnya yang mengalami  gangguan terhadap ekosistemnya.  
Kegiatan usaha masyarakat juga termasuk potensi kawasan yang 
produktif di dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan 
pengembangan dan hasil-hasilnya. Adanya sumber mata pencaharian dan 
pekerjaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam suatu wilayah, akan 
memberikan kontribusi besar bagi kegiatan pengembangan, khususnya 
pada sektor ekonomi yang potensial dalam meningkatkan kemampuan 
suatu daerah untuk menjadi mandiri.  
Dalam memahami pentingnya pengembangan kawasan bisnis dan 
pariwisata terpadu yang perlu untuk dikembangkan secara terpadu oleh 
Pemerintah Kota Makassar, maka diperlukan adanya kebijakan 
pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi suatu rujukan yang 
konkrit bahwa setiap kegiatan penataan ruang yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Makassar senantiasa mengacu bahwa seluruh 
kehidupan rakyat, termasuk perekonomiannya untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur maka perlu ada tindakan pengaturan 
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pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu yang sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah. 
 Namun dalam praktiknya, usaha kawasan pengembangan bisnis 
dan pariwisata terpadu ini, dalam kaitannya dengan memenuhinya aspek 
RT/RW ternyata, dari tiga lokus penelitian (Karamba, Akarena, dan 
Tanaman Hias) yang semuanya berlokasi di tanjung Bunga, banyak 
menemui hambatan/ kendala dalam pemenuhan aspek tata ruangnya 
hambatan itu diantaranya 
1. Kawasan Terbuka Hijau 
Perencanaan suatu  kota atau wilayah yang berkesinambungan 
sangat diperlukan suatu komitmen dari pemerintah maupun masyakat 
untuk terjaganya suatu lingkungan yang asri dan nyaman. 
Dalam ayat 2 Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2006, disebutkan 
bahwa Kawasan hijau adalah ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan 
hijau binaan. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah 
kawasan  atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan 
yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau 
sarana  kota/lingkungan,  dan atau pengaman jaringan sarana prasarana, 
dan atau budidaya pertanian. 
Dalam kepentingan perencanaan  dan pengembangan kawasan 
hijau di Kota Makassar di bagi dalam kawasan hijau lindung dan kawasan 
hijau binaan. Kawasan hijau lindung adalah bagian dari kawasan hijau 
yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan 
penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, 
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pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung 
fasilitasnya baik yang berupa saran yang berwujud ekologis maupun 
sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai untuk fungsi 
penghijauan tersebut. 
Adanya pengaturan sebagaimana disebut di atas hal itu hanya 
menjadi slogan saja bahkan hanya menghabiskan dana untuk menyusun 
karena pada akhirnya bahwa ketika hendak memberi izin bangunan bagi 
pengusaha besar/investor  persyaratan untuk RTH dikesampingkan hal ini.  
Dalam penelitian yang dilakukan pada wilayah tertentu ditemukan 
berbagai lahan yang diperuntukkan untuk lahan RTH, tetapi sudah 
menjadi lahan terbangun itu bisa dilihat disepanjang jalan baik dalam kota 
terlebih pada jalan keluar kota yang seharusnya tidak dibanguni karena 
selain lahan tersebut diperuntukkan untuk RTH juga sudah melanggar 
aturan mengenai situs bersejarah, namun oleh pemerintah masih memberi 
izin untuk membangun.  
Dari permasalahan tersebut di atas, menunjukan bahwa rata-rata 
pengembangan bisnis dan wisata terpadu jika dibenturkan dengan Perda 
Tata Ruang yang telah dibentuk oleh Pemda Makassar, tampaknya faktor 
untuk tetap menjaga kawasan agar tetap hijau menjadi hambatan bagi 
pengusaha bisnis untuk aman dalam usaha mereka. 
2. Koordinasi Antar Lembaga 
 
Dari wawancara dengan Bappeda Makkassar mengungkapkan 
bahwa koordinasi perencanaan pemanfaatan kawasan Kota Makassar 
sudah direncanakan melalui penyusunan RTRW yang bertujuan menjaga 
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keserasian pembangunan antar sektor dan mewujudkan peletakan 
bangunan yang sesuai dengan peruntukan agar tidak terjadi 
penyimpangan atau disparitas pemanfaatan kawasan pengembangan 
Bisnis dan wisata terpadu.55  
Dengan disusunnya RTRW dan dengan ditetapkannya Perda 
Nomor 6 Tahun 2006 maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 
pelaksanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang 
di Kota Makassar, sehingga pemanfaatan kawasan pengembangan Bisnis 
dan wisata terpadu. benar-benar sesuai dengan peletakan bangunan dan 
perencanaan pembangunan kota  ke depan. 
Temuan penelitian diketahui bahwa ada sejumlah faktor yang 
menyebabkan sehingga pemanfaatan kawasan pengembangan Bisnis 
dan wisata terpadu, masih kurang sesuai dengan peletakan bangunan 
dan peruntukan kawasan sehingga menyimpang dari RTRW Kota 
Makassar dan Perda Nomor 6 Tahun 2006, yaitu:  
a. Koordinasi  penyusunan rencana pengembangan kota masih 
sangat kurang  sehingga antar instansi terkait tidak terjalin suatu 
kerjasama yang optimal dalam rangka pengembangan kota. Hal ini 
dapat dilihat dari sejumlah kegiatan pengembangan yang sudah 
dilakukan Nampak tidak terdapat kesesuaian mengenai program 
pembangunan dan pemanfaatan ruang. Contoh: Dinas PU tidak 
mengkoordinasikan pembangunan jalan dan jembatan dengan 
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PDAM, Telkom, PLN sehingga sering terjadi pembongkaran 
berulang-ulang karena adanya tumpang tindih program; 
b. Masing-masing instansi mengutamakan program kerjanya sendiri-
sendiri, sehingga ada rencana instansi tidak sesuai dengan RTRW 
namun tetap dilaksanakan karena adanya kepentingan instansi 
bersangkutan terhadap pembangunan dan pemafaatan ruang. 
Hasil penelitian ditemukan bahwa fenomena banjir yang 
menenggelamkan semakin banyak lokasi perumahan dari tahun ke tahun, 
dimana banjir tidak berkorelasi dengan tingginya curah hujan, 
sebagaimana di lansir oleh BMG wilayah IV bahwa pada tahun 2007 
dengan 2009, namun kondisi banjir ternyata lebih hebat.  
Hal ini disebabkan cara pengambilan kebijakan yang salah, 
diduga telah menjadi penyebab utama permasalahan lingkungan di Kota 
Makassar, seperti kantong-kantong penampungan air sudah tidak ada, 
pembangunan waduk tunggu dan kanal yang tidak berfungsi baik, 
perencanaan tata ruang kota yang salah, pembangunan komplek-komplek 
perumahan yang tidak mengindahkan AMDAL karena pemerintah selalu 
memberi izin pengembangan tanpa memperdulikan persyaratan 
yang  diperlukan yang penting ―pemasukan‖, saluran air yang tidak 
berfungsi baik karena tidak akrab lingkungan, tertutup sampah atau tidak 
berhubungan dari satu komplek perumahan ke komplek perumahan 
lainnya atau ke tempat pembuangan pembangunan jalan tol yang 
menutupi daerah resapan air dan aliran air ke laut, kesadaran 
lingkungan  warga kota yang rendah, dan inskonsistensi pemerintah 
dalam menjalankan kebijakan. 
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3. Peranan Aparat 
Aparat pelaksana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 
dari pengimplementasian hukum, dan seberapa jauh kemampuan sebuah 
produk hukum dapat mencapai tujuannya. Biasanya sangat ditentukan 
oleh tingkat kemampuan seorang aparat pelaksananya. 
Karena begitu pentingnya peran aparat pelaksana ini sehingga 
terdapat dugaan sebagian kalangan menyatakan bahwa kemampuan dan 
profesionalisme  aparat lebih penting artinya dibandingkan dengan 
substansi produk hukum, sebagaimana sebuah pameo hukum 
mengatakan mana yang akan dipilih hukum yang baik tetapi dijalankan 
oleh aparat yang tidak baik ataukah hukum yang tidak baik dijalankan oleh 
aparat yang baik, tentu kalau kita memilih hukum yang tidak baik 
dijalankan oleh orang yang baik maka masih ada kemungkinan untuk 
dijalankan dengan baik dibandingkan apabila dijalankan oleh aparat yang 
tidak baik sudah pasti tidak baik. Oleh karena itu kekurangsempurnaan 
sebuah produk hukum akan ditutupi oleh kualitas dan propfesionalisme 
aparat pelaksana. 
Di dalam penelitian ditemukan kelemahan-kelemahan para 
pegawai negeri bahwa ketidakmampuan dan ketidak profesionalan aparat 
pemerintah itu dapat diamati dan dilihat  pada instansi/dinas pelaksana 
teknis, utamanya Dinas Tata Bangunan/Ruang, yang cenderung bekerja 
dalam paradigm lama, yang tidak konsisten, menggampangkan persoalan, 
bahkan mengabaikan rencana tata ruang dalam pengurusan Kawasan 
Bisnis dan pariwisata terpadu. Kelemahan yang berkaitan dengan aspek 
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kelembagaan yang dimonopoli oleh pegawai negeri tersebut, juga akan 
sangat membuka kemungkinan bagi terjadinya kolusi dengan pihak 
pengusaha serta dengan pihak pemerintah sendiri, termasuk dengan 
DPRD. 
Indikasi ketidak profesionalan aparat, terutama dapat didentifikasi 
pada pendekatan yang cenderung terlampau memperioritaskan 
pendekatan ekonomi jangka pendek sedemikan rupa, sehingga 
melupakan aspek-aspek sosial budaya, lingkungan, hukum, serta politis. 
egoisme pemerintah untuk selalu ―memenangkan‖ pendapatan asli daerah 
(PAD) dalam menyusun dan melaksanakan program penataan ruang, 
telah menjadi penyebab utama  berbagai masalah keruangan dan 
lingkungan di kawasan pengembangan bisnis dan wisata terpadu 
4. Regulasi 
Selain faktor penghambat yang dikemukan di atas, sebagai 
penyebab sehingga pengembangan kawasan bisnis dan wisata dapat 
terpadu juga oleh para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis dan 
wisata, terbentur dengan masalah regulasi dari Perda Tata Ruang yang 
saat ini berlaku ternyata, tidak lama lagi akan diperbaharui Perdanya. 
Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana  Tata Ruang 
wilayah Kota Makassar tampaknya berdasarkan hasil penelitian yang rata-
rata pengemabang usaha bisnis dan pariwisata terpadu enggan untuk 
melanjutkan usaha mereka, karena jangan sampai kelak sudah mengikuti 
dasar perencanaan tata ruang wilayah yang ada saat ini, namun begitu 
Perda hasil revisi keluar/ diterbitkan oleh wali Kota bersama DPRD Kota 
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Makassar, maka semua persyaratan pendirian boleh jadi ada yang harus 
mengalami pembaharuan.56 
Celakanya sebab usulan revisi Perda RTRW tersebut sudah 
dibahas sejak tahun 2011, tetapi hingga sekarang tak kunjung disahkan. 
Pekerjaan ini mestinya sudah rampung di masa keanggotaan DPRD 
periode 2009-2014, namun terpaksa harus diwariskan ke anggota DPRD 
Makassar berikutnya. Gagalnya pengesahan Perda RTRW oleh DPRD 
Makassar periode lalu mengindikasi banyaknya tarik menarik kepentingan 
dalam tema tata ruang wilayah. 
Ada banyak kelompok kepentingan yang terkait baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap apapun isi yang diatur dalam 
Perda tersebut. Tarik menarik kepentingan ini telah mengorbankan 
kepentingan umum akibat tidak segera disahkan Perda RTRW 2011-2031. 
Oleh karena itu ke depannya, pihak pengusaha bisnis dan 
pengembang pariwisata sangat berharap agar Perda yang segera 
mengalami pembaharuan, agar DPRD Kota Makassar dengan segera 
menerbitkannya, biar usaha mereka tidak lagi dalam masa curiga, apakah 
melanggar tata ruang wilayah yang baru nantinya. 
 
 
 
  
                                                             
56
 Hasil wawancara terhadap Sri Muliati (Penata TK I (m/d) Kasubid Perhubungan Tata 
Ruang dan Lingkungan Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Makassar), pada 
20 Oktober 2014 
70 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka yang dapat menjadi kesimpulan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah 
Tanjung Bunga belum memenuhi aturan yang ditetapkan 
berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang RTRW, oleh 
karena dari tiga usaha bisnis dan pariwisata (bisnis Karamba, 
Akarena, dan tanaman Hias), masih ada yang tidak memiliki izin 
usaha, dan sebagian besar lokasi/ tempat usaha bisnis/ pariwisata 
tersebut belum selesai pembebasan lahannya. 
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan 
kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga 
yakni usaha pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata 
tersebut terkendala pada ketidakmampuan memenuhi syarat yang 
telah ditentukan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun  2006 Tentang 
RTRW. Yakni, pendirian usaha yang tetap memerhatikan kawasan 
terbuka hijau malah dindahkan, hal tersebut semakin tidak 
menunjang terbentuknya kawasan bisnis dan wisata yang terpadu 
ketika aturan, dan aparatnya tidak koordinatif dalam 
pengembangan usaha bisnis dan wisata terpadu tersebut. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadi 
saran atau rekomendasi sebagai berikut: 
1. Diharapkan supaya pihak pemerintah, pengusaha, BPN, dan 
Bapedda turut bekerja sama dalam penciptaan kawasan bisnis dan 
wisata terpadu, demi penciptaan kota makassar yang berkelanjutan. 
2. Pihak Pengusaha dan pemerintah seyogianya dengan segera 
menyelesaikan masa pembebasan lahan terhadap semua kawasan 
bisnis dan wisata di Kota Makassar. Agar terdapat kepastian bagi 
setiap pengembang usaha bisnis dan wisata terpadu saat ini, 
seyogiayanya penerbitan Perda atau revisi atas Perda RT/RW 
sebelumnya, dijadikan prioritas dalam pembahasan  legislasi oleh 
DPRD kota Makassar. 
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